
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.623, 2019 KEMENDAG. Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap 

Logam. Perubahan. 
 

 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 4 TAHUN 

2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR SISA DAN SKRAP LOGAM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha dan 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan ekspor sisa dan 

skrap logam, sehingga mempermudah dan mempercepat 

pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan perizinan 

secara elektronik, perlu dilakukan perubahan terhadap 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 
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Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-

DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 395); 

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

7. Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62); 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR SISA 

DAN SKRAP LOGAM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan 

Skrap Logam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 62) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.  Sisa adalah produk yang belum habis terpakai 

dalam proses produksi atau barang yang masih 

mempunyai karakteristik yang sama namun 

fungsinya telah berubah dari barang asalnya. 

2.  Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-

komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari 

bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan 

barang aslinya. 

3.  Sisa dan Skrap Logam adalah sisa dan skrap dari 

logam. 

4.  Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 

daerah pabean. 

5.  Eksportir adalah badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum, yang 

melakukan Ekspor Sisa dan Skrap Logam. 

6.  Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam yang 

selanjutnya disebut PE Sisa dan Skrap Logam 

adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin 

untuk melakukan ekspor Sisa dan Skrap Logam. 

7.  Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat 

NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan 

oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan 

Pendaftaran. 

8.  Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) adalah 

tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik 

yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan 

informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai 

alat verifikasi dan autentikasi. 
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9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintahan non kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

koordinasi penanaman modal. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 

11. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang 

selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 

Kementerian Perdagangan. 

12. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 

yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur 

Ekspor Produk Industri dan Pertambangan pada 

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 

Kementerian Perdagangan. 

 

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5 diubah, 

dan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 dihapus, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Untuk mendapatkan PE Sisa dan Skrap Logam 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Eksportir 

harus mengajukan permohonan secara elektronik 

kepada Direktur dengan melampirkan scan 

dokumen asli: 

a. Nomor Induk Berusaha (NIB); 

b. rencana Ekspor Sisa dan Skrap Logam dalam 

1 (satu) tahun dengan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IIA yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini; dan 

c. rekomendasi dari Direktur Industri Logam, 

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, 

Alat Transportasi, dan Elektronika, 

Kementerian Perindustrian. 


